RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2021-2026




Menimbang

SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, berdasarkan dalam
ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
mengamanatkan bahwa Penetapan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat
1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sistematika dan

substansi penulisan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan ketentuan
dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun
2021-2026;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekenomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indensia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
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12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



13.

14.

185.

16.

L i 48

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-
Semarang-Salatiga-demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-
Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-
Tegal-Pemalang;



20.

21:

22.

23.

24.

29.

26.

27,

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan
Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri1 E
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 78),
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
98);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun
2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor
21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
175;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun
2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
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Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

196);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : ~ PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
2021-2026.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan
Tahun 2024.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.



10.

11.

12.

1.3.

14.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJ PD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Perbub
Kabupaten Wonogiri.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaarn perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial

dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun.



Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I
BAB Il

BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII

Pendahuluan

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Penutup

Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran

Strategi dan arah kebijakan

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat

Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD

(1) Renstra Perangkat Dae
rencana program, kegia

pendanaan

Pasal 5

rah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, memuat
tan, sub kegiatan indikator, kelompok sasaran dan

indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari

atas:

L,

2
3.
4

Lampiran I

. Lampiran II

Lampiran III

. Lampiran IV

5. Lampiran V

10.
1.

. Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri;
. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri;
: Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri;

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri;

. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri;

. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Wonogiri;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wonogiri;

: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata

Kabupaten Wonogiri;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
: Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;

: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX
Lampiran XX
Lampiran XXI
Lampiran XXII

Lampiran XXIII

Lampiran XXIV
Lampiran XXV
Lampiran XXVI

Lampiran XXVII

Lampiran XXVIII

Lampiran XXIX
Lampiran XXX
Lampiran XXXI
Lampiran XXXII
Lampiran XXXIII
Lampiran XXXIV
Lampiran XXXV
Lampiran XXXVI
Lampiran XXXVII
Lampiran XXXVIII

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Wonogiri;

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Wonogiri;

. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Wonogiri;

: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri;

- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri;

. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten

Wonogiri,

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri;

. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri;
- Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri;

. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten

Wonogiri;

- Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan

Kabupaten Wonogiri;

- Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri;
. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;

. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun

Sumarso Kabupaten Wonogiri;

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Wonogiri;

. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Wonogiri;

. Kecamatan Wonogiri,

: Kecamatan Selogiri;

: Kecamatan Nguntoronadi;
: Kecamatan Ngadirojo;

: Kecamatan Wuryantoro;

: Kecamatan Manyaran;

: Kecamatan Baturetno,

- Kecamatan Giriwoyo;

- Kecamatan Jatisrono;

. Kecamatan Jatiroto;
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39. Lampiran XXXIX  : Kecamatan Eromoko;

40. Lampiran XL : Kecamatan Pracimantoro;
41. Lampiran XLI : Kecamatan Purwantoro;
42. Lampiran XLII : Kecamatan Kismantoro;
43. Lampiran XLIII : Kecamatan Batuwarno;
44, Lampiran XLIV : Kecamatan Karangtengah;
45, Lampiran XLV : Kecamatan Giritontro;
46. Lampiran XLVI . Kecamatan Paranggupito;
47. Lampiran XLVII : Kecamatan Jatipurno;
48. Lampiran XLVIII : Kecamatan Slogohimo;
49, Lampiran XLIX : Kecamatan Tirtomoyo;
50. Lampiran L : Kecamatan Sidoharjo;

51.
S2.
53.

Lampiran LI
Lampiran LII

Lampiran LIII

: Kecamatan Girimarto;
: Kecamatan Bulukerto;

: Kecamatan Puhpelem.

(3) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan:
a. Sistematika dan subtansi penulisan Renstra Perangkat Daerah;

b. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

BAB III
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6
Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 7
Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis
terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka
penyusunan Renja Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR: 67

Salinan sesuai dengan aslinya,
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LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 65 Tahun 2021
TENTANG

- RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
adalah dokumen perencanaan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri untuk
periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri disusun
sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Renstra Dinas kearsipan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap

perangkatdaerah.

Memasuki tahun 2020, dunia dihadapkan pada sebuah situasi sulit
berupa terjadinya pandemi virus corona yang dikenal juga sebagai Coronavirus
Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Wabah penyakit ini pertama kali
dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019
dan segera setelahnya menyebar ke berbagai Negara sampai kemudian
ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 11
Maret 2020.

Namun demikian virus corona yang muncul kali ini ternyata menyebar
begitu cepat dan luas dan menimbulkan dampak yang mungkin tidak pernah
terbayangkan sebelumnya. Dampak tersebut tidak hanya di sektor kesehatan
tetapi juga sektor ekonomi yang tentunya akan memiliki rantai dampak

berikutnya ke berbagai sektor lain. Respon negara dan masyarakat termasuk di

Indonesia dalam upaya pencegahan seperti pembatasan aktivitas, penundaan

g
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tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan

jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun
dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses
penyusunannya Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan LITBANG dan

pemangku kepentingan.

Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri merupakan bentuk
upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk
mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan
pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka melaksanakan
Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki
kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri merupakan salah satu OPD yang berfungsi untuk meningkatkan
minat baca masyarakat, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan serta
manajeman arsip daerah sesuai kaidah kearsipan dalam rangka
menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (good public governance).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Kearsipan

Kabupaten Wonogiri diiliustrasikan sebagai berikut :
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Penelaahan
RTRAW & KLHS

| Perumusan

Tujuan
Perumusan

Pengolahan

Rencana Strategis Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri disusun
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan
Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra OPD meliputi 1)
penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, 2) Orientasi
mengenai Renstra Perangkat Daerah, 3) Penyusunan agenda kerja Tim
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan 5) Penyiapan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal,

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan
dengan sistematika paling sedikit mencakup 1) analisis gambaran umum
wilayah, 2) analisis permasalahan, 3) penelahaan dokumen perencanaan
lainnya, 4) analisis isu strategis dan 5) perumusan tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah, 6) perumusan strategis dan arah kebijakan dan 7)

K
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perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi
kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Penyusunan rancangan,

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan
dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah,
berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas rancangan
seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi dan
sinergi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Output
dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Kesepakatan Forum
Perangkat Daerah, guna penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat
Daerah.

5. Perumusan akhir

Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat daerah dikirim ke
BAPPEDA dan LITBANG untuk dilakukan verifikasi guna memastikan
rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan
Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum OPD. Dalam
hal terjadi ketidaksesuaian, BAPPEDA dan LITBANG menyampaikan
saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra
Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra OPD hasil
verfikasi BAPPEDA dan LITBANG, Renstra ditetapkan dengan Peraturan
kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah
tentang RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman perangkat daerah
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan
sebagai bahan penyusunan RKPD.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu
cepat, serta globalisas{ informasi dan perkembangan disegala bidang
merupakan tuntutan dan tantangan bagi Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri dalam melaksanakan pembinaan kearsipan dan perpustakaan
serta pengembangan Sistem Digitalisasi Kearsipan dan Perpustakaan.

Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan harus dirancang secara

g
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menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan baik di bidang
kelembagaan, sumber daya manusia, sistem, penyediaan sarana
prasarana maupun aspek lainnya, yang diharapkan dapat di
implementasikan pada' seluruh lembaga perangkat Kabupaten guna

mendukung keberadaan arsip dan perpustakaan sebagai citra daerah.

1. 2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dearah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129;
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

"4
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

Renstra Dinas Kearsipan Tahun 2021-2026 6



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
28);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 65);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Rencana Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor
1,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 98);
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21
Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten @ Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tahun 2019,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 187).
1. 3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri disusun dengan maksud
dan tujuan sebagai berikut :

Maksud

Maksud disusunnya dokumen Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan arah
perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pada Urusan
Penunjang Bidang Kearsipan dan Perpustakaan dan menyediakan
dokumen perencanaan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri untuk kurun
waktu Tahun 2021 - 2026 yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021- 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri.

Tujuan

1. Menetapkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas
Kearsipan Kabupaten Wonogiri periode tahun 2021-2026

2. Menyiapkan rencana Program Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021-2026;
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3. Menyiapkan rencana Kegiatan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
tahun 2021-2026

4. Menyusun indikator kinerja program dan kegiatan yang akan di capai,

guna mencapai sasaran organisasi tahun 2021-2026

S. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program dan kegiatan

Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026.

1. 4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENSTRA ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BABV

BAB VI

Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, dan
Maksud Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri;

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya ,
Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri dan Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian/Lembaga,
Telaahan RTR RW 2020-2040 dan KLHS serta tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat pilihan strategi dan arah kebijakan pembangunan guna
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kearsipan
Kabupaten deogiri Tahun 2021-2026

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Memuat Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

BAB VII Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan
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Memuat tentang indikator kinerja Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026

BAB VIII Penutup '
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan
hasil penataan SOTK baru, sebelumnya Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri merupakan sebuah kantor eselon III dengan nama Kantor
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonogiri yang dibentuk
pada Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Wonogiri Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten
Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, perangkat daerah Dinas
Kearsipan type C “Menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan”.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sesuai
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri adalah
sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan  urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
kearsipan dan urusan bidang perpustakaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan

&
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pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

v'Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

v Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,

dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan,

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan

Dinas.

Fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program,
kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan
di lingkungan dinas;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,
pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan dinas;

c. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan
tata laksana di lingkungan dinas;

d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan di lingkungan dinas;

e. pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan
pengadaan barang/ jasa di lingkungan dinas;

f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah (spip) di lingkungan dinas; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

v' Sekretariat, terdiri dari:
* Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

*» Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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v' Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tugas :
Melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan
perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan
pengadaan barang/jasa di Iingkﬁngan Dinas.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas :
Melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan
aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan
informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Dinas.
5. Bidang Kearsipan
Tugas :
Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang
kearsipan.
Fungsi :
a. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang
kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kearsipan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi dinas dalam penyelenggaraan
kebijakan teknis bidang kearsipan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

"4
Renstra Dinas Kearsipan Tahun 2021-2026 14



pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
v' Bidang Kearsipan, terdiri dari:
= Seksi Pengelolaan Arsip;
* Seksi Perlindungan dan Penyelamatan arsip.

Seksi Pengelolaan Arsip
Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis,
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta
pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengelolaan arsip yang
meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah,
BUMD dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1
(satu) daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik
tingkat daerah, pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat
tingkat daerah, dan pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN
melalui JIKN pada tingkat daerah.
Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta
pelaksanaan administrasi Dinas bidang perlindungan dan
penyelamatan arsip yang meliputi pemusnahan arsip daerah,
pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang
berskala Daerah, penyelamatan arsip perangkat
daerah, autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, dan
pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang.
Kepala Bidang Perpustakaan
Tugas :
Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah bidang
perpustakaan.
Fungsi :
a. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang

perpustakaan;
b. pelaksanaan kebijakan = penyelenggaraan urusan
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pemerintahan bidang perpustakaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan
kebijakan teknis bidang perpustakaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
v' Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
* Seksi Pelayanan Perpustakaan;
* Seksi Pengembangan Pustaka dan Minat Baca.
9. Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan
Tugas
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta
pelaksanaan administrasi Dinas bidang pelayanan perpustakaan
yang meliputi layanan teknis perpustakaan; layanan pemustaka,
tenaga perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan,
penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan.
10. Seksi Pengembangan Pustaka dan Minat Baca
Tugas :
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta
pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengembangan pustaka
dan minat baca yang meliputi promosi/pemasyarakatan gemar
membaca, dan pengelolaan naskah kuno Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kearsipaﬁ Kabupaten Wonogiri

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri terdiri
dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Kearsipan
a. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip;
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b. Kepala Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
4. Kepala Bidang Perpustakaan
a. Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan;
b. Kepala Seksi Pengembangan Pustaka dan Minat Baca.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri

KEPALA DINAS

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Asset utama yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan Kabupaten

4
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Wonogiri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah
Sumber Daya Manusia. Jumlah PNS Dinas Kearsipan pada awal
tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Jika dilihat dari komposisi golongan, 5% atau 1 orang
memiliki Golongan IV/c, kemudian 10% atau 2 orang memiliki
Golongan IV/b, 15% atau 3 orang, memiliki golongan IV/a, 25% atau
S orang memiliki golongan IlI/d dan IlI/c, kemudian 5% atau 1 orang
memiliki golongan III/b, serta 10% atau 2 orang yang memiliki

golongan Il /a, yang secara rinci digambarkan pada Tabel 2.1 sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH PERSENTASE

1 IV/c 1 5
2 IV/b 2 10
3 IV/a 3 15
4 I/d 5 25
5 IIl/c 5 25
6 II/b 1 5
7 [II/a 2 10
8 II/c 1 5

Jumlah 20 100

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pendidikan, 30%
atau 6 orang berpendidikan S2, kemudian 45% atau 9 orang
berpendidikan S1, selanjutnya 15% atau 3 orang berpendidikan D3
dan 10% atau 2 orang berpendidikan SLTA, seperti digambarkan pada
Tabel 2.2 sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE
1 [S2 6 30
2 S1 9 45
3 |D3 3 15
4 |[SLTA 2 10
Jumlah 20 100

2.1.4 Sarana dan Prasarana (Asset)

mendukung pelaksanaan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

serta

kegiatan, Dinas Kearsipan Kabupaten

Wonogiri memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum
dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana Prasarana Berdasarkan Kondisi

g Kondisi
No Uraian Sarpras Baik Rusak Jumlah

1. Tanah 3 - 3

2. Gedung Kantor 3 - 3

5 Alat Angkutan Bermotor 19 3 21

4. Alat Bengkel/ Genset - - 0

5. Alat Kantor & Rumah 582 - 582
tangga

6. Alat Studio & 18 - 18
Komunikasi

73 Jaringan & Instalasi 4 - 4
Aset lainnya 12.632 - 12.632

9. | Aset Tak Berwujud 285 - 285
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2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yang
telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

dapat dilihat pada Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2.
1) Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri

Dalam tahun 2016 - 2021, berikut kinerja pelayanan urusan Kearsipan

dan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri.

a)Urusan Kearsipan

Capaian kinerja kearsipan pada Dinas Kearsipan Kabupaten

Wonogiri dapat dilihat dari beberapa indikator dengan realisasi

masing-masing indikator.

v Untuk indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah (PD,
Kecamatan, Desa/Kelurahan) yang mengelola arsip
secara baku. Pada tahun 2018 ditargetkan 52,9% dan
terealisasi 96,23% dengan persentase capaian realisasi
sebesar 181,90%. Tahun 2019 ditargetkan 96,23% dan
terealisasi 98,11% dengan persentase capaian realisasi
sebesar 101,96%. Tahun 2020 ditargetkan 69,81% dan
terealisasi 50,95% dengan persentase capaian realisasi
sebesar 72,98%.

v' Untuk indikator kinerja Persentase arsip statis daerah
yang telah dikelola secara .baku. Pada tahun 2018
ditargetkan 52,9% dan terealisasi 100% dengan persentase
capaian realisasi sebesar 189,04%. Tahun 2019 ditargetkan
100% dan terealisasi 100% dengan persentase capaian
realisasi sebesar 100%. Tahun 2020 ditargetkan 100% dan
terealisasi 100% dengan persentase capaian realisasi
sebesar 100%.

v Untuk indikator kinerja Persentase arsip statis yang telah
dialihmediakan. Pada tahun 2018 ditargetkan 1,0% dan
terealisasi 6,5% dengan persentase capaian realisasi sebesar
650%. Tahun 2019 ditargetkan 6,50% dan terealisasi 8,25%
dengan persentase capaian realisasi sebesar 126,92%.

®
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Tahun 2020 ditargetkan 90% dan terealisasi 100% dengan

persentase capaian realisasi sebesar 111,11%.

v Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

pencapaian sasaran adalah:

1)

2)

3)

4)

Telah dilakukanya pembaharuan dan penambhan vitur
pada aplikasi SiMANIS,sistem otomasi kearsipan /
diaplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

sehingga dapat mendukung dan menyelamatkan arsip

yang bernilai guna;

Dukungan dari semua Kepala Unit Kerja dalam
melaksanakan otomasi kearsipan di masing-masing
unit kerja;

Dukungan dan semangat pengelola Arsip untuk

mewujudkan tertib arsip ‘di tingkat OPD, desa dan
BUMD.

Sarana dan prasana yang terus diupayakan
pengadaannya dalam rangka pemeliharaan arsip di

Depo.

v Kinerja dapat dicapai dengan baik, hal ini tentunya

masih ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Kurangnya  komitmen pimpinan OPD terkait

pengelolaan arsip yang menjadi kewajibannya;

Oragnisasi Perangkat Daerah belum mempunyai

arsiparis dan masih terbatasnya pengelola arsip;

Sarana dan prasara kearsipan pada perangkat daerah

belum sesuai dengan standar kearsipan;

Gedung Depo Arsip yang belum representatif dari sisi

standar pengelolaan arsip.

Pengelola/petugas arsip OPD yang sering berganti dan
beberapa pengelola arsip yang ditugasi tugas lain yang
lebih dominan;

Semakin berkembangnya permasalahan yang

&
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dihadapi, sehingga diperlukan upgrade sistem
informasi kearsipan setiap tahunnya, sedangkan

tenaga ahli di daerah belum ada.

v Adapun solusi dalam menghadapi permasalahn tersebut
diatas sebagai berikut :

1) Peningkatan kapasitas .SDM petugas pengelola
Teknologi Informasi (IT) dalam menjalankan otomasi

kearsipan;

2) Penataan Gedung Depo Arsip yang sesuai standar

pengelolaan arsip.
b) Urusan Perpustakaan

v Untuk indikator kinerja persentase perpustakaan yang memenuhi
standar. Pada tahun 2016 ditargetkan 1,50% dan terealisasi 2,37%
dengan persentase capaian realisasi sebesar 158%. Pada tahun 2017
ditargetkan 3,0% dan terealisasi 4,74% dengan persentase capaian
realisasi sebesar 158%. Pada tahun 2018 ditargetkan 5,23% dan
terealisasi 7,12% dengan persentase capaian realisasi sebesar
136,14%. Pada tahun 2019 ditargetkan 7,47% dan terealisasi 7,91%
dengan persentase capaian realisasi sebesar 105,91%. Pada tahun
2020 ditargetkan 7,91% dan terealisasi 8,70% dengan persentase

capaian realisasi sebesar 110,02%.

v' Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian

sasaran adalah :

1) Karena adanya dukungan SDM dan koordinasi yang baik dengan
intansi terkait serta perpustakaan-perpustakaan sekolah di

Kabupaten Wonogiri
2) Tersusunnya database perpustakaan yang akan dibina;

3) Tersedianya sumberdaya dan sumberdana untuk mengelola dan

mencapai target tersebut;

v Untuk indikator kinerja Indeks minat baca. Pada tahun
2016 ditargetkan 5,7% dan terealisasi 5,78% dengan
persentase capaian realisasi sebesar 101,4%. Tahun 2017
ditargetkan 6,29% dan terealisasi 6,70% dengan persentase

R
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capaian realisasi sebesar 106,52%. Tahun 2018 ditargetkan
6,6% dan terealisasi 15,61% dengan persentase capaian
realisasi sebesar 236,48%. Tahun 2019 ditargetkan 15,61%
dan terealisasi 17,28% dengan persentase capaian realisasi
sebesar 110,70%. Tahun 2020 ditargetkan 4,32% dan
terealisasi 8,17% dengan persentase capaian realisasi
sebesar 188,89%.

v' Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

pencapaian sasaran adalah :

1) Tersedianya sarana dan prasarana Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri khususnya gedung perpustakaan
yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung, BI Corner,
ruang referensi dan fasilitas wifi, sehingga menarik

masyarakat untuk berkunjung ke Perpustakaan;

2) Koleksi bahan Perpustakaan buku yang setiap tahun
selalu bertambah jumlahnya dan juga bervariatif
judulnya;

3) Adanya sarana Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 2
unit untuk melakukan layanan ke seluruh wilayah di
Kabupaten Wonogiri sehingga dapatmenumbuh
kembangkan minat dan budaya baca masyarakat sejak

dini khususnya anak usia sekolah;

2) Realisasi Kinerja Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan Kabupaten

Wonogiri

Berdasarkan Lampiran 2.2 dapat dilihat bahwa pagu Dinas
Kearsipan Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan setiap tahunnya.
Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah sehingga setiap
OPD perlu melakukan rasionalisasi dan efisiensi. Dinas Kearsipan

Kabupaten Wonogiri termasuk OPD yang mengalami rasionalisasi

anggaran.

Efesiensi dan rasionalisasi tidak mempengaruhi kinerja Dinas
Kearsipan Kabupaten Wonogiri secara signifikan sebagaimana terlihat pada
tabel bahwa realisasi penyerapan anggaran tahun 2016-2020 dapat
dikatakan baik, dengan rata-rata realisasi penyerapan anggaran
k




sebesar 94,52%.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kearsipan

Kabupaten Wonogiri

Dalam penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan dituntut upaya yang
serius untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan

informasi di bidang kearsipan dan perpustakaan

a) Tantangan

1) Kearsipan
v Meningkatkan implementasi sistem pengelolaan arsip dan
kapasitas pemanfaatan arsip sebagai manajemen pengetahuan
(knowledge management) berbasis TIK
v' Peningkatan kompetensi kuantitas dan kualitas Sumber Daya

Manusia Kearsipan

2) Perpustakaan
v Pengembangan kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk
meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup
v' Meningkatkan pengembangan virtual library (perpustakaan digital)
berbasis teknologi informasi untuk mendorong akses literasi informasi.
v" Memperluas jejaring Kkemitraan perpustakaan dengan berbagai

lembaga Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

b) Peluang

Disamping beberapa tantangan diatas kearsipan dan perpustakaan juga
memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai
berikut:

1) Kearsipan

v Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan bahwa kepala daerah baik provinsi maupun Kab/Kota
untuk menjamin Kketersediaanya arsip yang autentik dan
terpercaya, sebagai bukti autentik kinerja pemerintah daerah guna
menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak
keperdataan rakyat, serta mendinamisasikan sistem kearsipan

v’ Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan kearsipan melalui

e-arsip sebagai perwujudan tata kelola administrasi pemerintahan

%
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yang baik, bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan

sebagai pondasi manajemen pengetahuan pemerintah

2) Perpustakaan

v Pemerintah Daerah menjamin kelangsungan penyelenggaraan,
pengembangan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat

sumber belajar masyarakat;

v’ Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan dimana setiap Kepala Dearah baik Provinsi maupun
Kab/Kota mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan
perpustakaan umum di wilayahnya dan menjadi urusan wajib;

v' Meningkatkan kualitas ketersediaan layanan perpustakaan sebagai

pusat kegiatan masyarakat berbasis pengetahuan secara merata.

2.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi
menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa
datang. Dalam menitikberatkan program pembangunan nasional bidang
kearsipan dan perpustakaan yaitu Gerakan nasional tertib arsip untuk
mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan masyarakat indonesia
yang mandiri, cerdas dan sejahtera melalui pemanfaatan perpustakaan
sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, serta melihat
permasalahan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu belum
terwujudnya implementasi tertib arsip yang terintegrasi dan rendahnya
pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat maka isu-isu strategis sebagai
berikut :

1) Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk
tertib arsip.

2) Meningkatkan kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat untuk
kesejahteraan.

3) Rendahnya minat baca dan pemanfaatan perpustakaan

4) Belum optimalnya fasilitasi terhadap perangkat daerah yang
mendapatkan pengelolaan arsip berbasis e-arsip;

5) Masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM Bidang

Kearsipan dan Perpustakaan
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Arsip merupakan rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem
penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem
penyelenggaraan Kkearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan,
keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat
bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan
perundang-undangan yang ada.

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi dan rekreasi serta berbasis inklusi sosial serta dalam
rangka mengembangkan perpustakaan dan meningkatkan minat baca
masyarakat, memiliki sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan perpustakaan di Kabupaten Wonogiri.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah fungsi tugas pelayanan masih
terdapat permasalahan yang dihadapi di bidang kearsipan dan
perpustakaan. Pemetaan permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas
Kearsipan Kabupaten Wonogiri di bidang kearsipan dan perpustakaan
antara lain seperti diuraikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :
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Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No. Masalah pokok

Masalah

Akar Masalah

1 | Belum terwujudnya
implementasi tertib
arsip yang
terintegrasi

penyelamatan/
pelestarian arsip
sebagai upaya

peningkatan kinerja
penyelenggaraan
pemerintah daerah

Belum optimalnya
pelaksanaan
digitalisasi persuratan
dan kearsipan

Masih banyaknya

Terbatasnya sarana

dan tingginya | dan prasarana
dokumen yang pengelolaan arsip
dihasilkan

Terbatasnya jumlah | Masih minimnya SDM

tenaga fungsional
arsiparis

kearsipan di masing-
masing perangkat daerah

2 Rendahnya
pemanfaatan
perpustakaan bagi
masyarakat

Pelayanan
perpustakaan belum
dilakukan secara
digital

» Kurang menarik bagi
kaum milenial

e Pengunjung didominasi
oleh anak sekolah
melalui perpustakaan
keliling ke sekolahan-
sekolahan

Belum standarnya

perpustakaan desa
dan sekolahan

* Masih rendahnya
budaya literasi
masyarakat

* Terbatasnya sarana
dan prasaran
perpustakaan

Terbatasnya jurialah
tenaga fungsional
pustakawan dan
tenaga pengelola
perpustakaan

Masih minimnya SDM
perpustakaan pada
semua jenis perpustakaan
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Masih rendahnya Masih rendahnya
indeks minat baca jumlah pengunjung
masyarakat umum
yang datang ke
perpustakaan

[]

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

1) Visi
Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri,
maka program Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri tidak lepas dari
visi, misi dan program Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Visi
Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”
dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan di Kabupaten Wonogiri, dan juga merupakan target
capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan
diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam S (lima)
tahun kedepan.

Visi tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut

WONOGIRI YANG MAJU.

Membangun Masyarakat Wonogiri yang Maju adalah mewujudkan
masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi
bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sarana prasarana
pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.
Membangun Masyarakat yang maju diimplementasikan dengan
pembangunan sumberdaya manusia berkualitas, pertumbuhan
ekonomi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi
daerah, serta pengembangan infrastruktur wilayah yang maju
WONOGIRI YANG MANDIRI.

Masyarakat Wonogiri yang Mandiri merupakan sebuah tujuan agar

masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara
k
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mandiri dan cukup. Dengan begitu, mandiri menjadi sebuah metode
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan li ngkungan
hidupnya berbasis sumberdaya lokal, baik modal pokok milik sendiri,
baik sumberdaya alam, sumber daya manusia, sosial, budaya,
ekonomi, dan  politik. Kemandirian wonogiri didukung oleh
kamampuan memanfaatkan potensi dan peluang eksternal sebagai
pendorong pembangunan wilayah.

WONOGIRI YANG SEJAHTERA.

Masyarakat Wonogiri yang Sejahtera adalah masyarakat yang
tercukupi segala kebutuhan dasarnya (basic need) secara adil
dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri
keadilan. Masyarakat sejahtera ditandai dengan penciptaan
lapangan perkerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga
terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan,
kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan
fisikk maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang
sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman,
tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis,

saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi.

Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan
pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan
dan papan, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta
teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus,
untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan
masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

GO NYAWIJI SESARENGAN MBANGUN WONOGIRI.

Go Nyawiji Sesarengan mBangun Wonogiri adalah ajakan
kebersamaan yang dilandasi semangat gotong royong untuk
mewujudkan WONOGIRI SUKSES.

“Go” yang diartikan sebagai sebuah ajakan kepada seluruh elemen
pemerintahan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif beserta
masyarakat wonogiri untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan
Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera dengan tetap terjaga rasa
persatuan dan kesatuan.

A
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“Nyawiji” yang diartikan sebagai kebersamaan seluruh elemen
masyarakat wonogiri tanpa memandang suku, agama dan ras untuk
bersama-sama menjadi satu tekad dalam rangka mewujudkan cita-cita

lima tahun kedepan.

“Sesarengan” yang diartikan sebagai keikutsertaan seluruh
masyarakat wonogiri dalam pengambilan keputusan yang menyangkut
hajat hidup mereka sekaligus menjadikan masyarakat sebagai subyek

dan sasaran dalam pembangunan.

“Mbangun Wonogiri” yang diartikan sebagai tujuan akhir
mewujudkan Wonogiri Sejahtera yang diawali dari ajakan
kebersamaan dengan keikutsertaan seluruh masyarakat Wonogiri

untuk membawa Wonogiri yang Sukses.

WONOGIRI SUKSES adalah kemampuan daerah untuk menjalankan
pemerintahan sesuai dengan MANAJEMEN SUKSES yaitu menjaga
Stabilitas daerah tetap kondusif, berdasarkan Undang-Undang dalam
menjalankan pemerintahan, menjalankan fungsi koordinasi dalam
menjalankan tugasnya, menetapkan sasaran yang tepat, melakukan
evaluasi secara periodik dan memiliki semangat juang yang tinggi
dalam mewujudkan visi dan misi.

2)  Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas adalah melalui
4 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih
berbudaya.

2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah

Kabupaten Wonogiri.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan

kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang
pengembangan wilayah.

Dalam telaahan Visi, Misi dalam menunjang program Bupati Wonogiri

sesuai dengan Tupoksi Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri dengan

K
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tabel sebagai berikut :

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, Dinas
Kearsipan Kabupaten Wonogiri masuk dalam Misi II, yaitu

mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah

Kabupaten Wonogiri.

Program Pendukung

1) Program Pengelolaan Arsip;

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;

3) Program Pembinaan Perpustakaan

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program
RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan
dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman
pada RPJMD maka Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri sesuai tugas
dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-
program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan

mewujudkan target capaian program prioritas utama. n
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Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat

faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas

Kearsipan Kabupaten Wonogiri. Adapun faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri terhadap

pencapaian Visi,
berdasarkan RPJMD Tahun 2021 — 2026 dapat digambarkan
dalam tabel berikut ini:

Misi dan Program Bupati

Tabel 3.2.

dan Wakil Bupati

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kearsipan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
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Visi/Misi/Program Tupoksi Faktor
S Permasalahan
No | Bupati dan Wakil Perangkat Pelayanan | penghamb
Bupati Daerah enghambat | Pendorong
1 |Visi: Membantu Bupati Pemerintah Pengembanga | Pemerintah
melaksanakan Daerah perlu bidang kearsipan Daerah perlu
“Mewujudkan Wonogiri | urusan menjamin dan menjamin
Yang Maju, Mandiri dan | pemerintahan bidang| ketersediaan perpustakaan di ketersediaan
iSejahtera” dengan kearsipan dan arsip sebagai era globalisas arsip yang
isemangat Go Nyawiji perpustakaan yang | bukti otentik perlu otentik yang
Sesarengan Mbangun menjadi kewenangan| pemerintah ) penyesuaian terencana
Wonogiri. Daerah dan tugas daerah.dan wajib| perkembangan sebagai bukti
pembantuan yang mengembangkan | Teknologi otentik kinerja
ditugaskan Kepala perpustakaan di | Informasi dan pemerintah
Daerah wilayahnya Komunikasi daerah,
sesuaidengan s Pemerintah
tuntutan Daerah wajib
masyarakat; mengembang
kan
perpustakaan
. di wilayahnya
Misi 2 :
Mempercepat
pelaksanaan reformasi imu dfiga Belum Pengelolaan
birokrasi di Pemerintah implamentasi maksimalnya penggunaan
Kabupaten Wonogiri. tertib arsip yang penggunaan sistem kears}pan
; : sistem kearsipan | digital/e-arsip
terintegrasi yang terintegrasi
Program Unggulan : Rendahnya Pengembangan Pemerintah
Reformasi birokrasi pemanfaatan perpustakaan daerah
yang dinamis perpustakaan harus berkewajiban
berbasis bagi masyarakat | menyesuaikan mendukung
ilmu pengetahuan tuntutan pengembangan
teknologi dan inovasi masyarakat perpustakaan
serta membangun berbasis
sistem layanan inklusi sosial di
yang terintegrasi; wilayahnya
SDM pengelola Kualitas dan » Kebijakan
kearsipan dan kuantitas sumber| pimpinan
perpustakaan daya manusia [ Dukungan
Perangkat daerah
lain/swasta
Sarana dan Pemanfaatan Dukungan
Prasarana teknologi anggaran
informasi belum
maksimal
k




3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Arsip Nasional Republik Indonesia
Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri juga mengacu

kepada Visi Misi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 -
a) Visi ANRI

Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional,
inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas
Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b) Misi ANRI
Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan
Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian
bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan
terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:
1. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja

organisasi;
2. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah:;

3. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

4. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan
pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan
untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-
undanganan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan

bangsa.
c) Tujuan ANRI

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi

perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai
berikut :

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh
dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip.
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d)Sasaran Strategis ANRI

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang kearsipan

dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan
dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan.
Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur
tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.

2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan
terpercaya secara nasional dengan indikator Indeks Ketersediaan
Arsip. Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan

arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan.

3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima
dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan. Indeks
Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan
informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan

lembaga kearsipan.

4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung
pelaksanaan tugas teknis di ANRI dengan indikator Indeks
Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil
evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah

pusat dan daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan Arsip Nasional RI (ANRI) dalam Renstra 2020-2024
tersebut, terdapat sinergitas antara program pengembangan
kearsipan di tingkat pusat dengan di kota, dalam hal ini Dinas
Kearsipan Kabupaten Wonogiri. Salah satu sasaran strategis dalam
Renstra ANRI yaitu terwujudnya tata kelola yang baik untuk
mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI sudah selaras

dengan sasaran Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri

yaitu terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan yang baik
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2) Perpustakaan Nasional
a) Visi
Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan
Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu:
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan

budaya literasi”.

b) Misi
Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu
agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi :

Meningkatkan  Perpustakaan sesuai Standar Nasional

Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian
Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara.

c¢) Tujuan

Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan
pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam

rangka mewujudkan misi adalah:

“‘Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan
pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya
nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0
tahun 2024”. |

d) Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai
dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai outcome atau
dampak, yaitu:

Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca
Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks

pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan

indikator :

Renstra Dinas Kearsipan Tahun 2021-2026 35



v Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi
71,30 tahun 2024.

v Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline
2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) dalam Renstra
2020-2024  tersebut, terdapat sinergitas antara program
pengembangan pelayanan perpustakaan di tingkat pusat dengan di
kota, dalam hal ini Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri. Sasaran
strategis dalam Renstra PERPUSNAS yaitu terwujudnya
pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat ditandai
dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran
membaca sudah selaras dengan sasaran Renstra Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri yaitu terwujudnya pengelolaan arsip dan

perpustakaan yang baik

3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
a) Visi

Menyediakan bahan kearsipan yang dapat dipercaya, reliable,
akuntabel, dan transparan sebagai bahan pertanggungjawaban serta
menyediakan ~ bahan  perpustakaan  untuk  meningkatkan
pengetahuan dalam rangka mencapai kemandirian dan kesejahteraan

menuju Indonesia pintar.

b) Misi

a. menyediakan arsip sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

pembangunan yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan

tertib arsip;

b. menyediakan bahan perpustakaan yang up to date dan sesuai
pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga pemanfaatan
perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi masyarakat Jawa Tengah
jauh lebih berdampak menjadikan masyarakat lebih pintar dan
berbudaya serta kesejahteraan masyarakat meningkat.

¢) Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi

R
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Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
1. penyelenggaraan kearsipanyang terintegrasi untuk menuju tertib
arsip
2. meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan
di Jawa Tengah.

d) Sasaran

Sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip

2. meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat
Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
dalam Renstra 2018-2023 tersebut, terdapat sinergitas antara program
pengembangan pelayanan perpustakaan dan kearsipan di tingkat
provinsi dengan di kota, dalam hal ini Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri. Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu meningkatnya pengelolaan
sistem kearsipan menuju tertib arsip sudah selaras dengan sasaran
Renstra Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yaitu terwujudnya

pengelolaan arsip dan perpustakaan yang baik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah
wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan
rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi
rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas
Kearsipan Kabupaten Wonogiri.

Keberhasilan pembangunan dan pelayanan umum di bidang
perpustakaan dan kearsipan dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi
positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Dalam skala nasional, sistem
pembangunan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan
bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya, misalnya

Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Perekonomian Nasional, serta sistem-

k
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sistem nasional lainnya.

Dalam lingkup wilayah Kabupaten Wonogiri, Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan
kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan dan pelayanan umum di
bidang perpustakaan dan kearsipan. Dengan mengetahui RTRW dan KLHS,
kebijakan dan strategi pembangunan dan pelayanan umum di bidang
perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Wonogiri dapat lebih terarah
sehingga fokus pelayanan di setiap wilayah dapat disesuaikan dengan RTRW
dan KLHS yang telah ada.

Dengan menganalisis dokumen RTRW dan KLHS Kabupaten
Wonogiri akan dapat diketahui arah perkembangan tata ruang kota di
Kabupaten Wonogiri. Sehingga arah pemetaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat jelas arahnya. Kabupaten Wonogiri merupakan salah
satu kabupaten yang mempuanya luas wilayah cukup besar dan
mempunyai kemajemukan masyarakat yang cukup tinggi dengan
keanekaragaman sumber daya manusia. Dengan mengetahui karakteristik

tersebut dapat dirumuskan program pelayanan sesuai dan tepat sasaran.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan di
capai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, mengandung
nilai-nilai keinginan yang kuat dan luhur untuk melakukan perubahan
kearah yang lebih baik. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor
keberhasilan yang dilakukan dengan penetapan Visi dan Misi yang
penjabarannya di implementasikan kepada hasil akhir yang akan dicapai.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri akan dapat diketahui apa saja yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana dan
kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mendukung.

Tujuan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut :
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas Kearsipan yang baik;
2) Mewujudkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang

berkwalitas;

4.2 Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu
yang akan dicapai melalui tindakan berupé kebijakan alokasi sumber dana,
program dan kegiatan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif
sehingga memudahkan dalam mengukur tingkat keberhasilannya.

Sasaran Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri sebagai dasar dalam
penilaian dan pemantauan serta evaluasi kinerjanya merupakan alat agar
semua bagian organisasi mengetahui sesuatu yang akan dicapai.

Sasaran Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1) Meningkatnya kinerja Dinas Kearsipan;

2) Terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan yang baik
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

sebagaimana berikut ini :
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO

INDIKATOR
TUJUAN DAN
SASARAN

EONDISI
AWAL

TARGET CAPAIAN

KONDISI

2019

2021

Mewujudkan
tata kelola

pemerintahan

Dinas
Kearsipan
yang baik

Nilai

kematangan
organisasi

NA

38,00/ 38,00

38,00

39,00

40,00

41,00

41,00

Meningkatnya
kinerja Dinas

Nilai SAKIP

74,04

75,30

75,30| 75,50

76,00

76,50

77,00

77,50

77,50

Kearsipan

Indeks
profesionalitas
ASN

NA

6€,13

78,00

84,00

88,00

88,50

88,50

88,50

88,50

Jumlah ASN
vang menjadi
agen
perubahan

NA

NA

Jumlah Inovasi

NA

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

76,68

85,11

85,20

85,50

85,50

85,50

85,50

86,00

86,00

Mewujudkan
pengelolaan

kearsipan dan

perpustakaan
yang
berkwalitas

Indeks
Kearsipan
Kabupaten

NA

NA

Terwujudnya
Pengelolaan
Arsip dan
perpustakaan
yang baik

Nilai Hasil
Pengawasan

Kearsipan
Eksternal

Persentase Nilai
Pengawasan
Kearsipan
Perangkat
Daerah Bernilai
Baik

NA

7,55

20,75

35,85

50,94

66,04

100

100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan jangka

menengah pelayanan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri memiliki 2

(dua) tujuan dan 2 (dua) indikator tujuan, 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh)

indikator sasaran. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu Misi II

“Mempercepat pelaksanaan

1) Tujuan 1

reformasi birokrasi
Kabupaten Wonogiri” tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

di Pemerintah

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan Kabupaten

Wonogiri yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan Dinas Kearsipan yang

baik

»

b. Indikator tujuan yaitu Nilai kematangan organisasi

c. Sasaran :

“Meningkatnya kinerja Dinas Kearsipan”.
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d. Indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP, Indeks profesionalitas ASN,

Jumlah ASN yang menjadi agen perubahan, Jumlah Inovasi dan
Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Tujuan 2

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri yaitu :
“Mewujudkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang
berkwalitas”

b. Indikator tujuan yaitu Indeks Kearsipan Kabupaten

c. Sasaran :
“Terwujudnya pengelolaan arsip dan perpustakaan yang baik”.
d. Indikator sasaran yaitu Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Eksternal dan Persentase Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat
Daerah Bernilai Baik.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah langkah yang
menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai.
Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat
daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi
kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas
strategi agar lebih spesifik/focus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga
digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan

fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan mengacu pada perumusan
strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam Tabel 5.1 berikut ini :
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Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

VISI Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan
semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

MISI Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Wonogiri.

. Optimalisasi pemanfaatan (1. Penguatan penyelenggaraan

1. Mewujudkan |Meningkatnya

=

tata kelola [kinerja Dinas sarana dan prasarana SOP pelayanan administrasi
pemerintahan [Kearsipan aparatur perkantoran
Dinas
Kearsipan 2. Optimalisasi kualitas 2. Penguatan akuntabilitas
yang baik penyelenggaraan sistem pemanfaatan sarana dan
akuntabilitas kinerja Dinas prasarana aparatur

2. Mewujudkan Terwujudnya |1. Penyediaan sarana dan [I. Pemenuhan sarana dan
pengelolaan Pengelolaan prasarana kearsipan dan prasarana dengan prioritas
kearsipan dan| Arsip dan perpustakaan; pada sarana prasarana
perpustakaan | perpustakaan [2. Meningkatkan kualitas pendukung pengelolaan
yang yang baik pengelolaan kearsipan dan kearsipan dan pelayanan
berkwalitas perpustakaan perpustakaan;

2. Peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM bidang
kearsipan dan
perpustakaan;

3. Peningkatan pengelolaan
arsip yang tertib melalui
pembinaan dan pengawasan
kearsipan internal dan
peningkatan minat baca
masyarakat serta pembinaan
perpustakaan,;

4. Meningkatkan akses
informasi dengan
pengembangan e-arsip dan
i-Wonogiri;
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri

Untuk periode 2021 - 2026 Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri telah
mempunyai program/kegiatan :
1. Program Pembinaan Perpustakaan
a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh
Wilayah  Kabupaten/Kota sesuau: dengan Standar Nasional
Perpustakaan
3) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca  Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota
1) Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2. Program Pengelolaan Arsip
a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
1) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten /Kota
b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
1) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan
Daerah Kabupaten/Kota
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3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang
Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor ‘
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Untuk lebih lengkapnya, program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan
Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6.1.
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BAB VII
KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review
terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan
identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kearsipan Kabupaten
Wonogiri yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam
RPJMD.

Target Indikator Kinerja Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja
pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi
bahan dalam pelaporan kinerja. Indikator Kinerja Dinas Kearsipan Wonogiri yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021- 2026
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri dalam 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Wonogiri. Indikator Kinerja Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri

secara rinci dapat dilihat dalam tabel Tabel 7.1 berikut ini :
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Kondisi

Kondisi
Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
Awal RPJMD pada
NO Indikator khir
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | RPJMD
1 Indeks Kearsipan
Kabupaten N/A | NJA| B B B B | B B B
2 Nilai Hasil
Pengawasan
Kearsipan B B B B B B B B B
Eksternal
3 Persentase Nilai
Pengawasan
Keatslaan 0 83,02| 100 | 100
Perangkat Daerah N/A 7,55 | 20,75 |35,85| 50,94 | 66,04 | 83,02
Bernilai Baik
4 Persentase
peningkatan
pengunjung 5,4 063 | 1,26 | 1,69 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00
perpustakaan
R
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri Tahun
2021-2026 merupakan penterjemahan dari Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021+2026 yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan Tujuan, Sasaran,
Program hingga kegiatan beserta seluruh indikator didalamnya adalah merupakan
pedoman bagi seluruh perangkat Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri dalam
mengambil langkah untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah selama
kurun waktu tersebut.

Selanjutnya dokumen Renstra ini juga merupakan dasar untuk evaluasi
dan pelaporan dari penilaian kinerja Perangkat Daerah baik tahunan maupun lima
tahunan, sehingga harus benar-benar dipedomani agar capaian kinerja dapat
sesuai seperti yang diharapkan. Renstra ini secara teknis akan diterjemahkan ke
dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek
tahunan yang lebih operasional.

Kami menyadari dalam menyusun Rencana Strategis ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu saran, masukan dan kritikan yang membangun dari semua
pihak senantiasa kami harapkan guna tersusunnya dokumen yang lebih baik pada

masa mendatang.

BUPATI WONOGIRI
ttd
JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya,
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